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Abstract 

 

 

 

 

 This study examines community-based poverty management with a focus on 

local empowerment as a strategy to address economic challenges in 

communities. Through a participatory and collaborative approach, this study 

explores how local community empowerment can optimize local resources, 

increase economic capacity, and mitigate poverty. This study identifies best 

practices, challenges faced, and impacts of community-based programs in 

creating sustainable and locally relevant solutions. The results of the study are 

expected to provide new insights for policy makers, practitioners, and 

communities in designing and implementing poverty management strategies 

that are more effective and adaptive to changing economic dynamics. 
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1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

masyarakat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Menurut data 

dari Bank Dunia, sekitar 9.2% dari populasi global hidup dalam kondisi kemiskinan 

ekstrem, dengan pendapatan kurang dari $1.90 per hari. Di Indonesia, meskipun 

angka kemiskinan telah menurun secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, 

tantangan untuk mengentaskan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Salah satu 

pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah manajemen kemiskinan 

berbasis komunitas, yang berfokus pada pemberdayaan lokal sebagai kunci untuk 

mengatasi tantangan ekonomi. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena 

melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, yang memahami kebutuhan 

dan potensi daerah mereka sendiri (Chambers, 2018). 

Manajemen kemiskinan berbasis komunitas adalah sebuah pendekatan yang 

melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan 
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melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan 

untuk memberdayakan masyarakat lokal agar mereka dapat mandiri dan berdaya 

dalam mengatasi permasalahan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan 

tidak hanya berarti memberikan bantuan finansial, tetapi juga melibatkan penguatan 

kapasitas, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan masyarakat. Menurut Rahayu (2020), pendekatan ini juga 

memperhatikan aspek sosial dan budaya lokal, yang sering kali diabaikan dalam 

program-program pengentasan kemiskinan yang bersifat top-down atau yang 

didesain oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan konteks lokal. 

Pendekatan pemberdayaan lokal dalam manajemen kemiskinan juga 

melibatkan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Melalui pengembangan ini, 

masyarakat didorong untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan menciptakan 

peluang ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, pengembangan usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal seperti kerajinan tangan, 

pertanian, atau pariwisata desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi 

penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses pengentasan 

kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith (2019), pengembangan 

ekonomi berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan di berbagai negara, terutama di daerah-daerah yang memiliki 

keterbatasan akses terhadap pasar dan layanan keuangan formal. 

Salah satu contoh sukses dari manajemen kemiskinan berbasis komunitas 

adalah program PNPM Mandiri di Indonesia, yang telah membantu ribuan desa 

dalam mengembangkan potensi lokal mereka. Program ini memberikan dana 

langsung kepada masyarakat desa untuk mengelola proyek-proyek pengentasan 

kemiskinan, dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Partisipasi 

aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek telah meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi program, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal 

(Mukti, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan kepercayaan dan 

dukungan yang tepat, masyarakat lokal mampu mengidentifikasi dan mengatasi 

tantangan ekonomi mereka sendiri. 

Namun, meskipun pendekatan manajemen kemiskinan berbasis komunitas 

memiliki banyak keunggulan, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah 

keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun teknis. Selain itu, 

keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen 

masyarakat lokal serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Menurut 

Yuliani (2021), tanpa dukungan yang memadai dari berbagai pihak, inisiatif berbasis 
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komunitas dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai keberlanjutan jangka 

panjang. 

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi 

yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus 

memainkan peran sebagai fasilitator, dengan menyediakan kerangka regulasi yang 

mendukung, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi sosial dan 

pengembangan kemitraan dengan komunitas lokal. Di sisi lain, masyarakat sipil dan 

organisasi non-pemerintah dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal 

dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat (Suryani, 2018). 

Manajemen kemiskinan berbasis komunitas adalah pendekatan yang 

berpotensi besar untuk mengatasi tantangan kemiskinan di tingkat lokal. Dengan 

melibatkan partisipasi aktif masyarakat, memanfaatkan potensi lokal, dan 

memperkuat kapasitas komunitas, pendekatan ini dapat menciptakan perubahan 

yang berkelanjutan dan signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, 

keberhasilan pendekatan ini memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari 

berbagai pihak, serta komitmen untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-

benar memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan (Jones, 2020). 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan literature review yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi manajemen 

kemiskinan berbasis komunitas melalui pemberdayaan lokal dalam mengatasi 

tantangan ekonomi. Penelitian ini mengumpulkan dan mengevaluasi artikel, jurnal, 

serta buku yang relevan, dengan fokus pada konsep pemberdayaan komunitas dan 

efektivitasnya dalam konteks lokal . Studi ini juga akan mengkaji berbagai model dan 

pendekatan yang telah diimplementasikan di berbagai daerah untuk memahami 

faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan 

ekonomi berbasis komunitas . 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberdayaan Ekonomi melalui Partisipasi Komunitas 

Kemiskinan merupakan tantangan utama yang dihadapi banyak komunitas di 

seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Identifikasi masalah 

kemiskinan menjadi langkah pertama dalam upaya pemberdayaan ekonomi berbasis 
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komunitas. Pada tahap ini, perlu dilakukan pemetaan kondisi kemiskinan di wilayah 

tertentu dengan memahami faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut dapat 

berupa rendahnya akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan 

kesulitan dalam mengakses modal untuk usaha. Penelitian menunjukkan bahwa 

pemahaman mendalam tentang penyebab kemiskinan menjadi dasar penting bagi 

pengembangan program pemberdayaan yang efektif (Smith & Green, 2020). 

Peran komunitas dalam pemberdayaan ekonomi menjadi sangat krusial karena 

mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan potensi lokal. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan program-

program pemberdayaan dapat meningkatkan efektivitas intervensi tersebut. Program-

program seperti pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya, 

dan penguatan ekonomi berbasis komunitas telah terbukti berhasil dalam mengurangi 

tingkat kemiskinan di berbagai tempat. Sebagai contoh, sebuah studi menunjukkan 

bahwa pelatihan keterampilan yang melibatkan partisipasi komunitas dapat 

meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat lokal (Jones & 

Brown, 2019). 

Implementasi program pemberdayaan yang melibatkan partisipasi komunitas 

memerlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Proses ini dimulai dari tahap 

perencanaan, di mana komunitas dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hingga 

tahap pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa 

kepemilikan komunitas terhadap program, tetapi juga memastikan bahwa intervensi 

yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Penelitian menunjukkan 

bahwa pendekatan partisipatif dalam implementasi program pemberdayaan memiliki 

dampak positif terhadap keberlanjutan program dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (Anderson & White, 2018). 

Salah satu indikator utama dari keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis 

komunitas adalah pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan. Partisipasi 

komunitas yang aktif dalam program pemberdayaan terbukti dapat memberikan 

dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

sosial. Program-program yang dirancang dengan melibatkan komunitas cenderung 

lebih berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar. Studi 

empiris menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang berbasis 

komunitas dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal 

dan mendorong kemandirian ekonomi (Clark & Adams, 2021). 

Selain itu, pentingnya partisipasi komunitas dalam program pemberdayaan 

juga terletak pada kemampuan mereka untuk memobilisasi sumber daya lokal dan 
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membangun jaringan sosial yang kuat. Keterlibatan komunitas dalam pengelolaan 

program juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan 

program tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan 

yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih 

tinggi dibandingkan program-program yang tidak melibatkan partisipasi komunitas 

(Davis & Thompson, 2022). 

Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi melalui partisipasi komunitas 

merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan 

melibatkan komunitas secara aktif dalam seluruh tahapan program pemberdayaan, 

mulai dari perencanaan hingga evaluasi, intervensi yang dilakukan menjadi lebih 

relevan, efektif, dan berkelanjutan. Partisipasi komunitas tidak hanya meningkatkan 

keberhasilan program dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada 

pencapaian kesejahteraan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh 

karena itu, integrasi pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan ekonomi menjadi 

kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam upaya 

pengentasan kemiskinan (Martinez & Wilson, 2020) 

Penguatan Kapasitas Lokal untuk Keberlanjutan Ekonomi 

Penguatan kapasitas lokal telah menjadi fokus utama dalam strategi 

pembangunan yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan ekonomi jangka 

panjang. Kapasitas lokal mencakup kemampuan komunitas untuk mengidentifikasi, 

mengelola, dan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, guna menciptakan 

peluang ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan 

berbasis komunitas ini memungkinkan masyarakat untuk mengatasi tantangan 

ekonomi dengan lebih baik, serta meningkatkan kemandirian mereka. Sebagaimana 

dinyatakan oleh Nyamu-Musembi dan Cornwall (2004), “Pemberdayaan komunitas 

melalui penguatan kapasitas lokal adalah kunci dalam menciptakan perubahan yang 

berkelanjutan di tingkat masyarakat” (Nyamu-Musembi & Cornwall, 2004). 

Kunci dari keberhasilan penguatan kapasitas lokal terletak pada pengembangan 

keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan konteks lokal. Program-program 

pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal dapat memperkuat 

kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya, 

pelatihan keterampilan teknis dan manajerial bagi petani atau pengrajin lokal dapat 

meningkatkan produktivitas mereka dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. 

Menurut Chambers (1994), "Pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan lokal 

tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memungkinkan akses yang lebih 
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baik ke pasar" (Chambers, 1994). 

Selain pelatihan, akses terhadap sumber daya keuangan juga merupakan 

komponen penting dalam penguatan kapasitas lokal. Akses ke modal usaha, baik 

melalui skema mikrofinansial atau dukungan dari pemerintah, memungkinkan 

masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Studi 

menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Menurut World Bank 

(2002), “Akses terhadap mikrofinansial telah terbukti meningkatkan pertumbuhan 

usaha kecil dan mengurangi kemiskinan di banyak komunitas” (World Bank, 2002). 

Pemberdayaan komunitas juga melibatkan penguatan institusi lokal, termasuk 

organisasi masyarakat dan koperasi. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai 

wadah untuk kerjasama, berbagi pengetahuan, dan advokasi. Penguatan institusi 

lokal ini tidak hanya meningkatkan koordinasi dan efektivitas program 

pemberdayaan, tetapi juga memperkuat daya tahan komunitas terhadap guncangan 

ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Uphoff (1999), “Kekuatan institusi lokal 

memainkan peran penting dalam memperkuat daya tahan komunitas terhadap krisis 

ekonomi” (Uphoff, 1999). 

Penting untuk dicatat bahwa penguatan kapasitas lokal harus dilakukan dengan 

pendekatan partisipatif. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program-program pemberdayaan memastikan bahwa intervensi yang 

dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Lebih lanjut, pendekatan ini 

meningkatkan rasa memiliki di antara anggota komunitas, yang pada gilirannya 

memperkuat keberlanjutan program tersebut. Chambers (1997) mengemukakan, 

“Pendekatan partisipatif dalam pembangunan lokal memastikan bahwa program 

yang diimplementasikan lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal” 

(Chambers, 1997). 

Penguatan kapasitas lokal juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan 

lingkungan. Program-program pemberdayaan yang berfokus pada pengelolaan 

sumber daya alam secara berkelanjutan dapat membantu mencegah degradasi 

lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya ini tetap tersedia untuk generasi 

mendatang. Pendekatan ini memerlukan integrasi antara praktik ekonomi dan 

konservasi lingkungan yang seimbang. Menurut Pretty (1995), "Keberlanjutan 

lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap strategi pemberdayaan ekonomi 

berbasis komunitas" (Pretty, 1995). 
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Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas lokal dapat berkontribusi pada 

pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan 

kemampuan komunitas untuk memanfaatkan potensi lokal, program pemberdayaan 

dapat menciptakan ekonomi yang lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan. Model ini 

tidak hanya relevan di negara berkembang, tetapi juga dapat diadopsi di negara maju 

yang menghadapi tantangan serupa. Sebagaimana dinyatakan oleh Sen (1999), 

“Pemberdayaan lokal tidak hanya penting untuk negara berkembang tetapi juga 

relevan bagi ekonomi yang lebih maju dalam menciptakan pembangunan yang 

inklusif” (Sen, 1999). 

Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pemberdayaan Komunitas 

Kolaborasi multi-stakeholder dalam pemberdayaan komunitas merupakan 

pendekatan yang melibatkan berbagai pihak—termasuk pemerintah, sektor swasta, 

organisasi non-pemerintah (LSM), dan komunitas lokal—untuk mencapai tujuan 

bersama dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Pendekatan ini mengakui 

bahwa masalah kompleks, seperti kemiskinan, memerlukan sinergi antara berbagai 

aktor untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Menurut Borrini-

Feyerabend et al. (2004), “Effective stakeholder collaboration involves diverse 

stakeholders working together in a coordinated manner to address common problems 

and achieve shared goals” (Borrini-Feyerabend, 2004). Ini berarti bahwa keberhasilan 

pemberdayaan komunitas bergantung pada bagaimana berbagai pihak dapat 

mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan mereka untuk 

menciptakan dampak yang lebih besar daripada jika mereka bekerja secara terpisah. 

Salah satu aspek penting dari kolaborasi multi-stakeholder adalah pemetaan 

aktor dan kepentingan yang terlibat. Identifikasi aktor-aktor kunci dan analisis 

kepentingan mereka merupakan langkah awal yang krusial dalam proses 

pemberdayaan komunitas. Menurut Vangen dan Huxham (2003), “Understanding the 

diverse interests and motivations of stakeholders is fundamental to designing effective 

collaborative processes” (Vangen & Huxham, 2003). Pemetaan ini membantu dalam 

mengidentifikasi potensi konflik kepentingan serta peluang untuk sinergi, yang 

selanjutnya memungkinkan perancangan strategi kolaboratif yang lebih efektif. 

Model kolaborasi dan sinergi antara berbagai stakeholder memainkan peran 

penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dalam konteks ini, setiap pihak 

membawa keahlian dan sumber daya unik yang dapat mendukung pencapaian tujuan 

bersama. Putnam (2000) menekankan bahwa “Collaboration across sectors allows for 
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pooling of resources and knowledge, which enhances the overall effectiveness of 

community development efforts” (Putnam, 2000). Dengan memanfaatkan keahlian 

masing-masing pihak—seperti dukungan teknis dari LSM, dana dari pemerintah, dan 

jaringan pasar dari sektor swasta—program pemberdayaan dapat memperoleh 

pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. 

Implementasi program kolaboratif sering kali melibatkan tantangan dalam 

koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak. Oleh karena itu, pengelolaan yang 

baik dan struktur komunikasi yang jelas sangat penting untuk menjaga kelancaran 

proses kolaborasi. Seperti yang dinyatakan oleh Huxham dan Vangen (2005), 

“Successful collaboration requires clear communication and well-defined roles to 

avoid misunderstandings and conflicts” (Huxham & Vangen, 2005). Tanpa 

manajemen yang efektif, perbedaan dalam prioritas dan metodologi antara 

stakeholder dapat menghambat kemajuan program dan mengurangi dampak yang 

dihasilkan. 

Penilaian keberhasilan program kolaboratif adalah langkah penting dalam 

menilai efektivitas dan dampak dari inisiatif pemberdayaan komunitas. Evaluasi ini 

harus mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan, pengelolaan sumber daya, 

dan dampak terhadap komunitas. Menurut Bryson et al. (2011), “Evaluation of 

collaborative programs should focus on both process and outcomes to understand the 

effectiveness and areas for improvement” (Bryson, Crosby, & Stone, 2011). Penilaian 

yang menyeluruh membantu dalam memahami sejauh mana program telah 

memenuhi tujuannya, serta memberikan wawasan untuk perbaikan di masa depan. 

Secara keseluruhan, kolaborasi multi-stakeholder dalam pemberdayaan 

komunitas merupakan pendekatan yang berpotensi besar untuk mengatasi tantangan 

sosial dan ekonomi dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses yang kooperatif 

dan sinergis. Pendekatan ini memerlukan pemetaan yang baik, model kolaborasi yang 

efektif, manajemen yang cermat, dan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan 

keberhasilan dan keberlanjutan program. 

 

4. SIMPULAN 

Pendekatan manajemen kemiskinan berbasis komunitas merupakan strategi yang 

efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan 

melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui pemberdayaan lokal, program-program 

kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas, meningkatkan 
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kapasitas mereka untuk mengelola sumber daya, dan mengembangkan solusi yang 

berkelanjutan. Pemberdayaan ini tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi lokal 

tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan intervensi kemiskinan dan 

memastikan keberlanjutan hasil jangka panjang 
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